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o KETERANGAN AHLI TERMOHON . | |
- DALAM PERKARA NO. 02/SKLN—X]2012 o

| 'A's'salamu’aiaikum ‘Wr.Wb

Majelis Hakim yéln.g Mulia

| ) i_Perkenankanlah Saya selaku ahlj dari termohon II dalam;_

-perkara No 02/SKLN-X/2012 mengaJukan keterangan )

| Se_b_agai berikut.

o SISTEM PEMBAGIAN WEWENANG (DISTRIBUTION
. oF POWER) o |
| Dikatakan oleh perﬁohon bahwa Negara RI menganut“'f'
| .‘.sistem pemlsahal;..wewenang l(Separat_:qx‘lJ- of P_owellf)i_i__.
sebagéi -diaj_.afkan .(.ja]am. .teoril'_trias' politica .yan_g'.
dikempulalan oleh Montesquieh. Hal ini tidak tepat
dengan alasan sebagal berlkut | .'
 1 Lembaga Negara berdasarkan UUD Negara RI tahun‘
1945 tidak hanya 3 lembaga akan tetapi terdln darl -
1(1) Lembaga Eksekutlf (dhi Presmen)

: (2) Lembaga Leglslatlf (dh1 DPR/ MPR)




(3) Lembaga Yudikatif (dhi Mahkamah Agung dar
~ Mahkamah Konstitusi)'

“4) Lembaga Inspektlf (dh1 BPK) dan

&) Lembaga Pengawas Khusus (dhi KOIlllSl YlldlClal)" .

~ Ditegaskan dalam UuD Negara RI tahun 1945 bahwa;,ﬁ |

- Lembaga Judlkatlf merupakan lembaga yang bebas dan

fmerdeka Ini berarti lembaga ini tidak terpengaruh oleh .- -

lembaga lain. Dlsmllah terJadl separatlon of power antara - |
Lembaga Judlkatlf dengan lembaga—lembaga lalnnya'
Akan tetapt antar lembaga lalnnya (eksekutlf Ieglslatlf |
- dan mspektlf) yang berlaku adalah dlstrlbutlon of power ‘_
"Bahkan Prof Mr Soepomo menyatakan bahwa lembaga- S
- lemrbaga tersebut menggu-na_kan_ fgmlly prinp;ple (asas'
B kekéludfg_aan) | | |
Dai'.i'.ura'ian ini. berﬁ.rti hubungan _antara. P’rgsideh,_ DPR a
dan BPK mlerupakan lembaga yang | toleran (chek and
balance), 'sehingga' saling bérhubungaﬁ ‘satu .sé'mza' ]aiﬁ_,_'

- . serasi, selaras dan seimbang.




II SISTEM KETATANEGARAAN
Sistem adalah suatu pranata tentang mekamsme kerja:
da_ri suatu. qrgan da_i_l hu'bunga.n.a-n_t:ara s.esama or.-ga_ﬁ'
yang ._menun_jukkan-si.fat ke'tcratul‘-'.an,.' | | -.
Setiap organ Négara memiiiki mekanisme k‘érja. séﬁdifi:'_"'

~yang bérbeda denéan ofgali | yaﬁg i.ain. 'Miéa_ln_-ya’,_
mekanisme ker]a DPR berbeda dengan mekanisme kerJa -
'Presmen yang berbeda pula dengan mekamsmé kerja__

- BPK dan sebagamya Meskxpun demlklan lembaga-. |
‘lembaga tersebut akan berhubungan satu sama lam L
secara teratur yang membentuk rutlmtas |

..Sltem ketatanegaraan 'ini_ membentuk Janngan sub |
SIStem-sub s1stem yang salnig berkait yang menyebabkan,
‘Negara berfungm (Staat in bewegmg) Mlsalnya' smtem.__' .
‘peradllan, smfem pengawasan, 51stem keuangan negara |
dan sebagalnya | | |

Berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945 dltegaskan‘
dalam sistem keuangan negara yang dlmulal darl tahap--

penyus-unaanU-" APBN sampai p‘ertanggungjawaba_nya,_




- diwajibkan adanya mekanisme ‘_ke"rja --yzilig. hfar-'r_no-ni's"_

YL

_Vantara DPR, Presideh dah BPK o . o
-Loglkanya APBN dlsusun dan dlsahkan oleh DPR_

) dllaksanakan oleh PreSIden dan dmwasn oleh BPK

Apabila dalam pemerlksaan BPK menemukan dugaani |

penyelewengan BPK melapor kepada DPR yang akan e

dltmdak lanjutl oleh DPR

Kebljakan pembellan saham PT NNT merupakanf -

rkeglatan dalam penggunaan APBN oleh karenanya DPR e

| -berhak untu;k menolak dan menyetmumya. |

Tepat dan benar apabila dari hasil pem'eiri.ksaa-nya BPK. -

mehgharuskﬁn ada-nya' pers.gtuj.uén térsebut.'

~

'HAK KONSTITUSIONAL -

Dalam Hukum "_Admin_istr.asi | Negara. Hak | adalah

kekuasaan untuk. berbuat yang bersifat istim-ewa dala,m,

" rangka me]aksanakan fungs1 Negara (Vlde Van chjk,f

1997: 17). Sehubngan dengan ml, “hal - ini dlbedakan

antara hak yang bersifat atributif :('onsma'l) dan hak ;ya-n_g




bersifat non atributif (non orisinal). Hak yang berSi-fai'-' |

atributif adalah hak yang diberikan langsung oleh ' |

o peraturan perundang-undangan, bai'k_' tingkat t:ihg-jgi,,-

| menengah maupun tmgkat terbawah Sedangkan hak non. '

atributif adalah hak yang dlperoleh karena adanyaf

pehmpahan Wewenang, balk berbentuk mandat maupunlf o

delegasi.

Dalam UUD 1945,  Presiden memiliki hak prerogatif,.

~ antara lain:

1

@)

[6)
@)

L ®
©)

)

Hak untuk menyatakan N egara dalam keadaan
perang

Menyatakan Negara dz.lla.m_'ke_adaan dam_ai‘ \

; Ményataka-n Negara dalam keadaan bahaya |

Hak untuk memberikan ampunan hill(ur_nan, seperti-

grasi, a.mnesti dan abolisi

‘Memberlkan gelar/ tanda Jasa

Mengangkat duta/ konsul ke luar negeri |

Menerima duta/ konsul darl luar 'ne_gerl




Hak prerogatlf memlllkl 2 cm, yaknl

| 1. Tldak dapat dlganggu gugat pelaksanaanya
-2. T;dak dapat dlhmpahkanp_elaks.a-na_a_nya_. |
Pasal 4: (1) UUD 1945 menyatakan

“Pre51den RI memegang kekuasaan pemel mtahan-'.l_ -
'men.urut UUD.” o |

Salah satu kekuasaan pemerlntahan ini. adalah kekuasaan'

- 'pengelolaan keuangan Negara Hal ini dltegaskan dalam, 3

R _UU no 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara yang_l: :
| menyatakan. |
Pi'esiden adalah pemegang kékqasaan umuimn 'pehg‘e_lo-l‘aa-n' |
keuangan Nggara; - | |
S’elanjﬁtnya keku-as_aan' pengelolaah- kéﬁ'a_hga_n- 'Neg.ara'._
 yang dilakukan oleh Presiden lebih lanjut dif(‘)_'rm'ul_als'ika-_l;l. .
sebdgai ber-ikut: | -
- (1) Dlserahkan kepada Menterl Keﬁangan selaku
| pengclola Fiskal dan Wakll Pemerlrntah dnlam

kepemlhkan kekayaan Negara yang dlplsahkan




: 2) Dikuasakan kﬁ'példa» Men;teri/ pimpinan -lémbaga -
selaku pen-g_g.uha' .ali.gga‘u'aln/ | "peﬁgéuna | b-afrl-a_r.lg'
del-)artemeri/"lembaga.y-angﬂdipimp.linya.

3) -Dlserahkan kepada Gubernur/ Bupatl/ Wall Kota |
selaku pengelolaan keuangan daelah ter masukl'
se!ak’u Wakil Pemerintahi 'Dae‘rah. d-a_lam ,kepémlh_aﬁ

} k'ekayaan d'aéra-h. yang dipisahkén.
(4) 'Diserahkan kepada ng’emﬁr Bank Sentral
| sc.:laku‘ pengelola dan.[:.)'elaksan.a keb_ijakénfMEnte}'i..- ‘
Dari uraian ini jelas b.ath'l-'k,e.lmasaan: -pénge_lol_a‘_
B 'keyahg-an negara bukanlah hak ‘. jjrero_gatif | k_a_r.é_.n'a:
_"kewenangan Menteri Keuaﬁgaﬁ mel"up'a'kalnj hak yang
‘non afributif,- .d.iper'bleh-karenﬁ peli’mp:ihan w-ewén,é__ﬁé
dari Presiden. Ini berarti DPR éebagai._ lembaga:‘
_péngaﬁas behak untuk mengélwasi fungsi péngelola_a_n_
tersebut sehmgga sangat tldak benar kalau dalam halji"

ini DPR dlkatakan memasuk1 ranah eksekutlf




IV SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAN

KEUAN GAN NEGARA

Berdasarka'n' sistem konst'i_tusi‘ di _I'n'dtl)ne'sia Dengelol‘a'a-;i ce

keuangan Négara dilakukan_. melalui sistem. anggaran, -
penldapatan‘da'n beianja Negara. |
Pengelolaan keuangan Negaré melalm 51tem anggatran,; |
pendapatan dan belanja Negala pada halfekatnya_
menghendakl pengelolaan keuangan Negara melalul
| suatu siklus yang disebut s1klus APBN
.Pgngel_olaan 7_(management) m‘eru—pa-kan suatu. ipr.'oé_e_s.
kegiatan yang terdiri dari _tahébsébagai beriku-t: . |
KO PlaningA S

- ) Orgéniziﬁg

| (3) “ Progaming
(;1) .Budget'ting_.
(5) Actua-ting:

(6) Countrolling




| Pengélblaan keuangan 'Negara dengan sistem APBN'

~ minimal terdiri . dari. tahap perencanaan, “tahap .

pelaksanaan dan'_:'t_anh'ap pengawasan.
Dalam sistem demokrasi DPR .sebagai wakil rakya-f

memiliki kewenangz_m _pe,ngaWasan .ter-h.ada-p APBN 'm-u_;l_zii.-- f?

dari tahap perencanaan. dan taha-p"pehggur_ilaa:nr se-ﬁé_ B

pertanggungj.awa-banhya'

Kewenangan terhadap perencanaan belsltat prevéntlf
dilakukan s(,bclum RUU APBN dlsahkdn IIlLll_]ddl UU'.
APBN. Sedangkan pen-gawasan reple31f .dlla-ku-kan
terhadap pelaksanaan/ penggunaan APBN lmlah hak
| DPR yang dlsebut hak budget (budget contl ol). "
Dengan uralan 1m, Jelas tldak dapat dlbenarkan apabila. |
pembehan saham PT. NNT yang dlambllkan d{arl danal_'l‘

APBN dapat dilaksanakan ta-npa ad_-an.ya _pense_t-u;uan -

~ DPR.




V ANALISA

VL

Pari uraian tersebut dlatas dapat d1 anallsls bahwa-' |

pembellan saham PT NNT sebesar 7% yang tldak'f'-f

mendapat persetu;uan DPR merupakan perbuatan yang

tldak sesual dengan sxstem hukum dan 51stem keuangan._

Negara RI

| Sebagal aklbat hukumnya perbuatan tersebut mer upakan

perbuatan yang batal deml hukum (Nletlg Van Rechts

~ Wege)

"KESIMPULAN

Dari analisa tersebut * dapatlah 'diaj_uikan kesi_mpulan-

.sebagal benkut

' 1 Pemerlksaan BI’K yang dltuangkan dalam LHP yang

menyatakan bahwa proses pembehan 7% sahdm PT.

NNT tahun 2010 harus dlbLtlljlll/ dlkttdhlll olch l)PR‘
sesuai dengan kewenangan BPK sebagal dlatur dalam.

pasal 23E: 3) U.U_D 1945.




g ketentuan pasalzo

 memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi

 pengawasan.
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